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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan berkembangnya
kemajuan pengetahuan, teknologi khususnya media cetak seperti surat kabar,
majalah dan juga media elektronik seperti film, serta acara-acara televisi yang
menyajikan tayangan-tayangan seperti sinetron dan acara-acara yang semakin
menjamur, maka televisi merupakan media hiburan yang murah schingga
khalayak masyarakat secara luas baik orang dewasa maupun anak-anak dapat
menikmati secara mudah dan bebas. Seringkali media tersebut menyajikan
tayangan yang dapat membangkitkan birahi sex, vulgar, erotisme dan
menonjolkan akting yang panas dan juga busana yang dipakai artis maupun
aktornya sangat tidak sopan sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi stimulasi
pola pikir, gaya hidup dan berpengaruh pada model interaksi sosial, kultural,
ekonomi, hukum dan politik yang secara tidak langsung memberi rangsangan
kepada masyarakat luas.

Pengaruh dari media-media tersebut akan ikut membentuk lingkungan
pribadi seseorang. “Menurut Johnson dalam bukunya crime correction dan
society mengenai pengaruh televisi, film, surat kabar akan membawa pengaruh

besar terhadap timbulnya kejahatan™.’

' G.W. Bawengan,, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta, h. 106.
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Semakin meningkamya tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi
dimasyarakat, antara lain pemerkosaan, perbuatan cabul serta kejahatan lain yang
dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan bisa saja diakibatkan dari
pengaruh media elektronik maupun media yang lain. Perbuatan cabul sebagai
bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak hanya dilakukan oleh orang
dewasa dengan orang dewasa saja tapi juga dilakukan oleh kaum sejenis
(homosexual) dan bahkan dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Fenomena yang terjadi pada perkosaan dalam pengertian pemaksaan
perbuatan cabul dan seksual, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman
kekerasan, juga dilakukan dengan memposisikan anak laki-laki sebagai
korbannya, ataupun pelaku yang dapat dikategorikan sebagai pedh()ﬁlia2

Adapun pengaturan tentang perbuatan cabul terdapat dalam KUHP pada
buku kedua (kejahatan) Bab XIV (kejahatan terhadap kesusilaan), antara lain pada
Pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut yang
mengatur dasar dari perbuatam cabul terhadap anak adalah :

Pada Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

pada Pasal 290 ke-2 KUHP yang berbunyi:

2N Wahid,. Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Rafika
Aditama, Malang, 2001, h. 44,
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“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas

tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”
Pada Pasal 290 ke-3 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus

diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak

ternyata, bahwa belum mampu dikawin, umtuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan
dengan orang lain”
Sedangkan dasar pada perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan terhadap
sesama jenis kelamin diatur pada Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang

lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

sbelum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.”

Menurut data dari POLDA Jawa Timur pada tahun 2003 telah terjadi 110
kejahatan kesusilaan (cabul) dan pada tahun 2004 antara bulan januari sampai
dengan mei terjadi 38 kasus kejahatan kesusilaan (cabul) yang korbannya adalah
mereka yang berusia 0-18 tahun atau anak anak.’

Data-data tersebut diatas hanyalah data mengenai kasus-kasus yang
diungkap oleh pihak kepolisian, jumlah real kasus yang tidak maupum belum
terungkap bisa jadi jauh lebih besar lagi. Kasus kejahatan kesusilaan yang

dilakukan oleh kerabat dekat korban misalnya, kasus-kasus semacam ini biasanya

baru terungkap setelah berlangsung selama bertahun-tahun, sechingga diperkirakan

3 Polda Jawa Timur, Data Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Surabaya,
2003,2004
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masih banyak kasus-kasus serupa yang tidak pernah terungkap, juga kasus-kasus
kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur.” Begitu pula kasus pencabulan,
walaupun kasus in1 menunjukkan kenaikan bahkan sering muncul dalam sejumlah
pemberitaan di media-media massa, akan tetapi kasus ini tidak menjadi isu
penting bahkan kurang mendapat perhatian publik dan pemerintah di Indonesia.

Kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul termasuk dalam
kejahatan seksual (sexual violence) dengan korban anak dibawah umur yang
dapat didahuluhi dengan rayuan, ancaman kekerasan dan bahkan dianiaya dulu
agar mau melakukan tindakan amoral sehingga pada akhimya mengakibatkan
pihak korban tidak berdaya. Kasus pencabulan yang semakin merebak
mencerminkan masyarakat sakit dan mengalami demoralisasi yang membutuhkan
perhatian serius agar tidak mengakibatkan persoalan yang komplikatif terutama
kaum perempuan, anak-anak dan masa depannya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa perlu adanya suatu
perlindungan yang khusus baginya, utamanya adalah hak-hak mereka yang dapat
berperan dalam perkembangan stimulasi pemikirannya. Adapun mengenai hak-
hak anak, antara lain diatur dalam Pasal 4 UU No: 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”

* Wawancara dengan Bapak Krisno Siregar, Kepala unit pidana umum Polda Jatim,
Surabaya 2004
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Dari dasar tersebut kiranya dapat dijadikan panduan tentang kebebasan
anak dalam menjalankan hidupnya serta perlindungan yang dibutuhkan anak
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 16 UU No: 23 Tahun 2002

ek

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
pengar?iayian, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi
Perbuatan cabul yang terjadi terhadap anak merupakan salah satu

kejahatan yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya
menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan
“ketakutan pada masyarakat (fear of society)”.” Anggota masyarakat yang punya
anak gadis misalnya dilanda kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang
mengancamnya sewaktu-waktu yang tidak diduga dari mana munculnya. karena
kejahatan perbuatan cabul yang dilakukan dengan korban anak-anak, sangat
berpengaruh terhadap mental dan fisiknya bahkan malu terhadap lingkungan
pergaulannya serta trauma yang berkepanjangan.

Perbuatan cabul yang terjadi terhadap anak-anak ini tidak dapat lagi
dipandang sebagai masalah antar individu saja tetapi problem sosial yang terkait
dengan hak asasi manusia. Agar masalah perbuatan cabul terhadap anak tidak
semakin berkembang, maka diperlukan penanganan yang serius dari aparat
penegak hukum tentunya dukungan dari pihak korban, orang tua atau keluarga

dan masyarakat harus melaporkan perbuatan pencabulan tersebut.

SA Wahid,. Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Rafika
Aditama, Malang, 2001, h.56
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Seringkali kejahatan perbuatan cabul oleh korban tidak langsung
dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor yang
mempengaruhinya seperti malu, karena pers cukup gencar yang pemberitaannya
dapat mengakibatkan semua orang mengetahui tentang kejadian yang menimpa
korban. Disamping itu budaya patriarki juga menjadi alasan korban tidak melapor,
dan dari pihak keluarga mela porkan berarti membuka aib keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dibahas beberapa

permasalahan, antara lain:

(I)  Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan
cabul dikaitkan dengan hak-hak anak?

(2)  Bagaimanakah ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap

anak?

2. Penjelasan Judul

Skripsi diberi judul * Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Perbuatan Cabul “

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia® adalah
perbuatan atau hal untuk melindungi, sedangkan hukum’ adalah keseluruhan
daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib

mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi, schingga jika digabungkan

¢ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.2.PN
Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.526.

7 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, h.439
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diantara keduanya maka perlindungan hukum ditujukan ada suatu obyek yang
perlu dilindungi dari adanya penyimpangan atau pelanggaran peraturan hukum
tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam pengertian
teoristis mengenai perlindungan hukum®, dibedakan dua macam perlindungan
hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa.

Pengertian dari anak menurut pasal | Undang-undang No.23 Tahun 2002
adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian dari “korban” adalah :mereka yang menderita jasmaniah dan
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yangf mencari pemenuhan kepentingan
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi
yang menderita.’

Sedangkan pengertian “Perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota
kemaluan, meraba-raba buah dada. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian

perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang ditentukan tersendiri. "

¥ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakvat di Indonesia, Cetl, PT Bina
IImu, 1987, h. 3.

? Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 41

1% R Soesilo, Kita Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya,
Politeia, Bogor, 1996, h. 212
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Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak lebih sering
daripada kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Sebagai contoh
pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. karena i1tu maka
penulis memilih judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan
Cabul sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai upaya perlindungan dalam
kaitannya dengan hak-hak anak atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh
pelaku.dan dapat diketahui cara melindungi korban dalam pemenuhan hak-haknya
sebagai anak akibat dari perbuatan cabul dari segi yuridis.

Pelaku perbuatan cabul terhadap anak perlu diproses melalui persidangan
dipengadilan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban pada
khususnya dan menjunjung supremasi hukum pada umumnya sehingga dapat
memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diatur dalam
perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian dari judul skripsi ini adalah

suatu upaya untuk melindungi anak dari segi hukum atas perbuatan cabul.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan-alasan penulis memilih judul skripsi “ Perlindungan
Hukum terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul ~ adalah sebagai berikut

Pertama, menurut data statistik dari Polda Jawa Timur relatif masih
banyak adanya kasus anak sebagai korban perbuatan cabul dan masih sering

terdapat pemberitaan di mass media tentang anak sebagai korban perbuatan cabul.
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Kedua, perbuatan cabul tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat
berbahaya antara lain pertumbuhan mental atau kejiwaan, perasaan malu, takut
bahkan minder dalam pergaulan si anak, dimana pelaku telah melakukan suatu
perbuatan yang dapat membuat diri korban resah, merasa bersalah, karena di sini
anak merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai cita-cita untuk
membangun masa depan yang cerah.

Berdasarkan dua hal diatas yang mendasari saya untuk memilih judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul” dalam skripsi ini
yang kemudian dijabarkan dan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai

Jawaban terhadap permasalahn yang ada.

4. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui dan menunjukkan pada pihak korban dan masyarakat
tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul dan
ancaman pemidanaan bagi pelaku perbuatan cabaul.

b. Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan hukum, terutama hukum
pidana khususnya perbuatan cabul terhadap anak, agar bermanfaat bagi

korbannya maupun yang lainnya.

5. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini dimulai dari pendekatan masalah sampai analisis

hukum yang terurai sebagai berikut:
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a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan
masalah secara yuridis normatif, dimana dalam hal ini dimaksud sebagai suatu
usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum baik dengan cara membaca,
mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalm
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan atau pendapat para
ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan
skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini didukung dengan sumber bahan hukum primer dan
sekunder.

- Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang diperoleh dari perundang-
undangan dan peraturan pemerintah yang berkait dengan permasalahan yang
diangkat dalam skripsi ini

- Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang diperoleh
melalui bahan perkuliahan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang diangkat dalam skripsi ini.

¢. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dalam proses penyusunan skripsi ini
diperoleh dari membaca, mempelajari buku-buku dan literature-literatur dari
kepustakaan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan putusan
pengadilan. Setelah itu bahan tersebut diinventarisir dan diklasifikasi sesuai

dengan permasalahn yang hendak ditulis.
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d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan
menggunakan deskriptis analis, Deskriptis yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada
dalam masyarakat dan analitis artinya data yang telah disusun, diperjelas dan
kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

0. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan keseluruhan skripsi ini, dibawah ini penulis
mencantumkan sistematika pembahasan yang tersusun antara bab yang satu
dengan yang lainnya diusahakan saling berkaitan. Sistematika penulisan ini terdiri
dari lima bab yang berisi beb pendahuluan (dalam bab satu), bab isi (dalam bab
dua, tiga dan empat), serta kesimpulan dan saran.

Pada Bab I ini merupakan pendahuluan yang terdiri beberapa sub bab yaitu
latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulis, metode
penulisan yang terbagi atas pendekatan masalah, sumber bahan hukum, tehnik
pengumpulan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum serta hal terakhir
dalam penulisan bab ini dikemukakan pertanggungjawaban sistematika.

Pada Bab II. merupakan pembahasan mengenai perlindungan hukum
terhadap anak korban perbuatan cabul yang dikaitkan dengan hak-hak anak
yakni: Universal deklarasi of human right 1948, Konvensi Hak Anak Tahun 1989,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 (Kesejahteraan Anak), Undang-undnag
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undnag Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia), Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 (Perlindungan Anak).

Pada Bab III merupakan pembahasan mengenai ancaman pidana terhadap
pelaku perbuatan cabul baik secara teori pemidanan menurut pendapat para ahli
maupun pembahasan ancaman pemidanaan menurut KUHP dan ancaman
pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak, serta analisa pada kasus perbuatan cabul dalam Putusan
Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 152/Pid.Biasa/2004/Pn.Lmg.

Bab IV merupakan bagian penutup yang merumuskan kesimpulan dari
pokok bahasan permasalahan yang ada dan memberikan saran-saran yang

merupakan hasil dari pembahasan permasalahan.
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BAB II
HAK-HAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM

1. Hak Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional.

Perlindungan terhadap hak-hak anak ruang lingkupnya sangat luas yaitu
meliputi hukum internasional dan nasional. Dalam lingkup hukum internasional
hak-hak anak vyang berkaitan dengan perlindungan dan tindak kejahatan
kesusilaan khususnya pencabulan antara lain tertuang dalam:

a. Universal Declaration of Human Rights 1948 (deklarasi umum hak hak
asasi manusia)

Universal declaration of human rights merupakan instrumen hukum
internasional hak asasi manusia dalam sejarah umat manusia. Meskipun sebuah
deklarasi tidak sama artinya dengan treaty yang tidak mempunyai watak hukum.
Akan tetapi sebagian besar deklarasi tersebut merupakan general principle of law ’
dengan demikian prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari hukum
internasional bukan karena deklarasi itu digunakan oleh PBB tetapi karena
pengakuan terhadap deklarasi itu dilakukan oleh bangsa-bangsa.

Menurut J. Humprey'’ deklarasi itu mempunyai kekuatan hukum karena
deklarasi itu tidak mendapat kekuatan dari hukum kebiasaan apabila memenuhi

unsur-unsur yaitu keajegan dalam kurun waktu yang lama. Adanya opinio

» Philipus M Hdjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina ilmu, Surabaya
1987, h.58

"% ibid
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necesity sehingga pelanggaran terhadapnya akan segera menimbulkan reaksi,
Pengelompokan dalam UDHR tidak membatasi faktor usia pada manusia, oleh
karena itu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia meliputi juga hak-hak
anak.
Selanjutnya dalam Pasal 7 UDHR disebutkan bahwa
“Semua orang adalah sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan
hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan
yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan

pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada
diskriminasi semacam itu.”

Merujuk pada ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa setiap orang
dalam hal ini termasuk anak-anak berhak atas perlindungan yang sama tanpa
perbedaan dari segala tindak kejahatan, perlakuan yang kejam tanpa mengingat
kemanusiaan. Oleh karena itu tindak kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan
bukanlah masalah yang sederhana dalam sebuah komunitas yang bisa ditolerir,
yang memungkinkan bagi pemerintah atau masyarakat untuk melakukan
intervensi dalam masalah tersebut untuk memberikan perlindungan bagi anak
yang menjadi korban atas perbuatn cabul.

Dalam hal ini tidak hanya masyarakat atau pemerintah setempat saja yang
bertanggung jawab untuk melindungi korban yang tidak berdaya akibat dari
perbuatan cabul tetapi juga keluarga. Membantu melindungi dan melayani anak
yang menjadi korban kejahatan seksual khususnya perbuatan cabul merupakan
kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung
Jawab. Dengan demikian ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap

anak korban dari tindak kejahatan seksual (cabul) merupakan kewajiban asasi
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manusia yang harus dilaksanakan bersama dengan pemerintah. Perlindungan anak
adalah suatu usaha yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan
kewajiban secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak harus tercermin
dan diwujudkan dalam berbagai kehidupan masyarakat

b. Konvensi Hak Anak Tahun 1989,

Konvensi hak anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-
prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu
konvensi hak anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional (dari sudut
pandang hukum internasional). Mengenai HAM yang memasukkan masing-
masing hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya.

Sebelum lahirnya konvensi hak anak ini telah ada sebelumnya Resolusi
PBB, 20 november 1959 mengenai declarasi of the rights of the child (deklarasi
hak anak). Dalam deklarasi tersebut memuat sepuluh asas tentang hak-hak anak,
kemudian indonesia merativikasi dari hak anak tersebut.

Sudah satu dekade Indonesia meratifikasi konvensi hak anak. Melalui
keputusan Presiden (KEPRES) nomor 36 Tahun 1990. Indonesia termasuk negara
yang paling awal meratifikasi yaitu setelah konvensi Hak anak disahkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1989."

Meskipun konvensi hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi
manusia, namun dalam pertemuan puncak tersebut bahwa karena sifat dan kondisi

anak yang belum matang, rentan dan rawan dari berbagai keadaan, maka anak

"' $T.Sudarto, Seandainya Aku Bukan Anakmu, jakarta 2000, h.23
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harus diberi perhatian dan perilaku khusus dan menempatkan posisi anak pada

tatanan kehidupan sosial.

Materi hukum mengenai hak anak dalam konvensi hak-hak anak dapat
dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:'?

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival Right). Yaitu hak-hak anak yang
meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempeitahankan hidupnya (the right
of life) dan hak anak untuk memperoleh standart kesehatan yang tinggi dan
perawatan yang sebaik-baiknya. (The rights to higest standart of healt anggota
medical care attainable).

b. Hak terhadap perlindungan (rights to protection) yaitu hak-hak anak yang
meliputi  hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan
keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga

¢. Hak untuk tumbuh kembang (development rights) yaitu hak-hak anak yang
meliputi hak-hak untuk memperoleh segala bentuk pendidikan formal maupun
non formal dan untuk hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights). Yaitu hak-hak anak yang
meliputi hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang
mempengaruhi anak (The rights of a child to express her/his views in all
metters affecting that child).

Berdasarkan pengkategorian hak anak dalam konvensi hak anak maka

perlindungan anak dari tindak kejahatan seksual khususnya perbuatan cabul
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merupakan implomentasi dari hak anak terhadap perlindungan dalam kategori b

yakni hak terhadap perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan dari

konvensi hak anak. Adapun pasal-pasal yang relevan dalam konvensi hak anak

yang berkaitan dengan perlindungan anak dari tindak kejahatan seksual khususnya

perbuatan cabul adalah:

Pada Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi:

Para negara peserta harus mengambil semua tindakan legislatif,
administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari
semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau
menyalahgunaaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau
eksploitasi, termasuk penyalahgunaan sek selama dalam pengasuhan
(para) orang tua, wali hukum atau orang lain mana pun yang memiliki
tanggung jawab mengasuh anak

Pada Pasal 34 yang berbunyi:

Para negara peserta berusaha melindungi anak dari semua bentuk

eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini,

maka para Negara Peserta harus terutama mengambil semua langkah

nasional, bilateral dan multirateral yang tepat, untuk mencegah:

(a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam
setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.

(b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau
praktek praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.

(c) Penggunaan eksploitasi terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan
bahan-bahan pornografis.

Dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 34 Konvensi Hak Anak maka negara

peserta (Indonesia) berkewajiban untuk mengambil tindakan dalam melindungi

anak dari semua bentuk kekerasan fisik serta mental termasuk penyalahgunaan

seksual. Dan mengenai hal pengambilan tindakan tersebut meke negara peserta

SKRIPSI
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(Indonesia) harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah dalam hal anak
sebagai korban dari aktifitas seksual yang melanggar hukum, ataupun hal-hal lain

yang mengarah pada kejahatan seksual.

2. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan.
a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani,
Jasmani maupuin sosial. Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya,
yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya (Pasal 1 angka 3 huruf b Undang-undang No.
4 Tahun 1979). Akan tetapi adakalanya seseorang anak tidak lagi mempunyai |
orang tua (ayah dan/atau ibu). Ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan
terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan. Akibatnya
kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat dipenubhi.
Disamping itu adakalanya karena sesuatu sebab orang tua melalaikan
kewajibannya, sehingga keadaan si anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.
Selain itu juga ada kalanya anak mengalami masalah masalah kelakuan yang
menyimpang dari norma-norma masyarakat, mengalami hambatan jasmani dan
rohani, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab [I Pasal 2 sampai dengan
Pasal 8 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan tanpa kecuali, seperti terkutip ‘

dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi: ‘

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK... ADHI KURNIAWAN \



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

19

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak
menjadi hakm setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama,
pendirian politik, dan kedudukam sosial.

Dari pasal tersebut telah membuktikan adanya persamaan sehingga anak korban

perbuatan cabul juga harus mendapat perlindungan hak atas kesejahteraan,

perawatan, asuhan dan bimbingan. Hak yang paling utama dalam kesejahteraan
tersebut adalah pertolongan, bantuan dan perlindungan sebagaimana tertuang
dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama mendapat
pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Dimana yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan

yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan

manusia. Sedangkan hak-hak lain yang terdapat dalam kesejahteraan anak
adalah:"

I. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak
yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang
mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang
tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik

secara rohani jasmani maupun sosial. (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988)

"* Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, citra aditya bakti, Bandung, 1997, h. 80
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2. Hak atas pelayanan Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan
kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan
dankepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
(Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 4
Tahun 1979)

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan
wajar. (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

5. Hak memperolch asuhan
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh
negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun
1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat
tumbuh dan berkembang secar wajar baik jasmani maupun rohani.

6. Hak memperoleh bantuan.

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan
keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan weajar (Pasal 5 ayat 1
Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988, bantuan
itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam Jjangka waktu tertentu kepada anak

yang tidak mampu. (Pasal 1 angka 4).
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7. Hak memperoleh pelayanan khusus
Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat
pertumbuhan  dan  perkembangan sejauh  batas kemampuan dan
kesanggupannya (pasal 7 undang-undang No.4 tahun 1979). Menurut PP No. 2
Tahun 1980 (pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan
mengambangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
baik secra rohani jasmani dan sosial.

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia telah mengatur tentang hak-hak anak. Hak-hak tersebut diatur dalam
bagian kesepuluh, yakni pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999,

Adanya ketentuan HAM (hak asasi manusia) yang berhubungan dengan
perlindungan bagi korban kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul
terhadap anak adalah beranjak dari Pasal 52 Undang-undang nomor 39 Tahun
1999 yang berbunyi:

(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,

masyarakat dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam
kandungan.

Dari  pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa anak berhak atas
perlindungan. Perlindungan tersebut dapat diperoleh dari orang tua, keluarga,

masyarakat dan negara. Serta hak tersebut telah diakui dan dilindungi oleh hukum

bahkan anak tersebut masih berda dalam kandungan,
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Sedangkan aturan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 39 Tahun
1999 yang berhubungan dengan perlindungan kejahatan kesusilaan khususnya
perbuatan cabul terhadap anak adalah terdapat pada Pasal 58 Undang-undang
nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

(1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala
bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,
dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau
walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,
dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan
terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan
pemberatan hukuman.

Dan pada Pasal 65 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdaganagn anak, seerta
dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif
lainnya.

Dari kedua pasal tersebut yakni pada Pasal 58 dan Pasal 65 Undang-undang
nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa
adanya perlindungan bagi anak yang menjadi korban atas perbuatan pelaku
kejahatan kesusilaan ataupun kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual
khususnya perbuatan cabul.
¢. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunagn Anak.
Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
merupakan undang-undang yang relatif masih baru. Dengan diberlakukannya
undang-undang tersebut telah memberikan pengakuan yang lebih tegas terhadap

hak-hak dari anak secara yuridis. Dimana dalam undang-undang ini telah diakui
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secara tegas bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi dan dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat
pemerintah dan negara (Pasal 1 Angka 12 Undang-undang nomor 23 Tahun
2002). Adanya pengakuan anak sebagai subyek hukum dalam Undang-undang
nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tidak hanya saja sianak lahir
namun juga sejak seorang anak berada dalam kandungan yang berarti seorang
anak telah mempunyai hak sebagai subyek hukum meskipun ia belum lahir
kemuka bumi. Dari pengakuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut
kiranya dapat dijadikan dasar bahwa perlindungan anak sangatlah diutamakan dan
diperhatikan meskipun anak belum lahir.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memuat
asas-asas yang juga menjadi prinsip dasar konvensi hak anak yang tertera pada
Pasal 2 meliputi:

. Non diskriminasi, yaitu anak mempunyai  hak yang sama tanpa
memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, asal-usul etnik atau
sosialnya, maupun kedudukan lain dari orang tua.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan
yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,
badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi
anak harus harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu hak asasi
yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga, dan orang tua.
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4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak
anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam
pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang
mempengaruhi kehidupannya.

Dari adanya azas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 23
Tahun 2002, maka korban perbuatan cabul tersebut tidak boleh dibedakan atau
didiskriminasikan. Mereka mempunyai hak yang sama tanpa memendang ras,
agama maupun hal yang lain. Korban dari perbuatan cabul tersebut harus menjadi
pertimbangan utama dalam memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak, baik
itu dalam hal perkembangan dan kelangsungan hidup bagi korban perbuatan
cabul. Selain hal tersebut juga adanya penghargaan dan penghormatan atas
pendapat anak (korban) dalam pengambilan keputusan dalam hal yang
mempengaruhi kehidupannya akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh
pelaku.

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
mendiskripsikan secara jelas dan details mengenai hak anak. Hal ini ditegaskan
sebab Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang
secara khusus mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak yang memposisiskan
anak sebagai dirinya sendiri dan sebagai segmen manusia yang harus dibantu
perjuangannya bersama-sama orang dewasa. Adapun hak-hak anak yang diatur
oleh Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi.

2. Hak untuk memperoleh identitas diri dari status kewarganegaraan
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3. Hak untuk beribadat menurut agamanya.

4. Hak untuk berekspresi, dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya dalam bimbingan orang tua.

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.

8. Hak setiap anak untuk bermain, berekreasi dan berkreasi.

9. Hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik
ckonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan
penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuansalah lainnya

10. Hak untuk mengetahui orang tuanya.

11. Hak menjadi anak angkat atau anak asuh.

12. Hak untuk mendapat perlindungan, yang meliputi penyalah gunaan dalam
kegiatan politik, sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam perang.

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

14. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum

15. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Dari hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-undanag nomor 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan

korban atas perbuatan cabul adalah
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- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, dimana
korban perbuatan cabul harus memperoleh pelayanan kesehatan sampai
sikorban dinyatakan sehat dan normal baik jasmani maupun rohani.

- Hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik
ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan
penganiayaan, ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya. Hal tersebut
menjadikan dasar dari sikorban untuk memperoleh perlindungan dari
diskriminasi, eksploitasi seksual khususnya perbuatan cabul.

- Dan pada hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal ini sikorban
mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum baik itu dari pengacara
maupun bantuan hukum yang lainnya dalam penyelesain perkara perbuatn
cabul.

Dalam rangka memenuhi hak-hak dari anak sesuai dengan pengaturan
dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang
merupakan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan
orang tua maka perlu kiranya diadakan penyelenggaraan perlindungan hak anak.
Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Bab IX
telah mengatur bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak yang
terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut:

l. Bidang keagamaan, Seseorang sebelum dapat menentukan pilihannya, agama
yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Bentuk perlindungannya

meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
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2. Bidang kesehatan, Pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan dengan
dukungan dari masyarakat, serta pemberian pengobatan secara cuma-cuma
bagi masyarakat tidak mampu. Perawatan kesehatan yang yang diberikan
kepada anak sejak anak masih berada dalam kandungan wajib untuk
dilakukan. Melindungi upaya pengambilan agar dari nak yang kan membawa
kerugian dari anak.

3. Bidang Pendidikan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan
pendidikan dasar sembilan tahun bagi semua anak. Serta memberikan
kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan baik
formal maupun informal.

4. Bidang sosial, Pemerintah wajib memelihara anak terlantar.

5. Bentuk perlindungan khusus., Pemerintah wajib memberikan perlindungan
khusus untuk anak yang berada dalam situasi tertentu, seperti dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan denga hukum, anak dari kelompok minoritas,
dan terisolasi dari kondisi lainnya.

Dalam bidang-bidang tersebut maka anak korban perbuatan cabul harus
diberikan perlindungan dalam bentuk khusus misalnya dalam bidang kesehatan
maupun bidang lainnya yang dibutuhkan oleh sikorban. Jadi anak sebagai korban
perbuatan cabul tidak sampai ketinggalan jauh dalam memperoleh hak-haknya.
Serhingga anak masih dapat diupayakan, dijadikan sebagaimana anak-anak
normal biasanya.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan

hukum terhadap hak-hak anak. Pengaturannya dapat menjadi secara pencegahan
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agar terlindungi dari perbuatan cabul dari pelaku pencabualan terhadap anak, yang
dapat menyebabkan anak menjadi korban. Untuk ity implementasi terhadap
aturan-aturan yang berlaku tresebut menjadi penting untuk segera dilaksanakan.
Implementasi dalam penegakan hukum dalam rangka melindungi hak-hak anak
khususnya korban perbuatan cabul. Misalnya Kesiapan aparat penegak hukum
dalam menegakkan hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi
hak-hak anak dalam arti aparat penegak hukum harus memahami penderitaan
anak korban dari perbuatan cabyl dalam menangani penyelesaian anak. Sehingga
pelaku menyadari bahwa betapa pentingnya arti anak sebagai generasi penerus
bangsa dan tidak dijadikan sebagai pelampiasan atau korban perbuatan cabul.
Dengan tindakan pelaku pencabulan terhadap anak, maka secara langsung
Maupun - tidak langsung menjadikan semacam gangguan bagi seorang anak
(korban) dalam pemenuhan hak-haknya dan.: dengan perlindungan yang kurang
dari negara, pemerintah dan masyarakat maka anak pun pada akhirnya terjerumus
dalam delinquency yang pada akhirnya akan merugikan diri dari anak, keluarga,

maupun lingkungan dimana anak itu tinggal,

ADHI KURNIAWAN
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BAB 111
ANCAMAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK

1. Teori pemidanaan menurut pendapat para ahli

Sudah kita ketahui bahwa hukum pidana itu suatu hukum sanksi istimewa.
Sebagai sanksi istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan
manusia (menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan), bahkan
menghabiskan  hidup manusia (menjatuhkan  hukuman mati). Sehingga
menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas
sekali dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Dengan adanya
hal tersebut maka dalam menjatuhkan pemidanaan terdapat suatu pertimbangan
yang betul-betul diperhatikan, sehingga terdapat keseimbangan diantara para
pihak khususnya antara pelaku perbuatan cabul dengan korbannya (anak).

Dalam golongan positif, hukuman harus mencegah akan terjadinya
perbuatan-perbuatan  yang mengacu - ataupun  hukuman harus  memajukan
diadakannya perbuatan-perbuatan  yang mempertahankan tata-tertib dalam
masyarakat. Oleh sebab itu hukuman harus Juga bersifat seimbang antara
penderitaan dengan pemidanaan sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa
dirugikan.

Adapaun alasan yang membenarkan hukuman atas perbuatan cabul

terhadap anak dapat dijatuhkan dapat didukung oleh beberapa teori. teori
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pemidanaan tersebut antara lain teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif

atau teori tujuan, teori menggabungkan. '

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Pada teori ini hukuman adalah sesuatau yang harus ada sebagai
konsekuensi dilakukannya kejahatan. Menurut kant maka konsekuensi tersebut,
yang merupakan suatu ‘kategorische imperatif adalah suatu akibat logis yang
menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis maka tiap kejahatan harus disusul
oleh suatu hukuman. Karena menjatuhkan hukuman itu sesuatu yang menurut
rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu
dilakukan, maka menjatuhkan hukuman tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh
keadilan. Menjatuhkan hukuman itu suatu syarat etika. Maka teori kant itu
menggambarkan hukuman sebagai suatu pembalasan subyektif (pelaku).

Leo Polak menggolongkan teori kant kedalam golongan teori absolut yang
bersifat mempertahankan dari sederajat kedudukan hukum (dalam masyarakat)
dengan menggunakan talio atau pembalasan. Adapun macam-macam dari teori
absolut adalah:"

- Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah
negara. Pada teori ini menggambarkan hukuman sebagai suatu paksaan akibat
dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- Teori kompensasi keuntungan. Pada teori ini berpangkal pada azas “apabila

kejahatan tidak dibalas maka timbullah perasaan tidak puas”. Jadi penjahat

" Mr. E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 158

15 Ibid, h.160
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harus merasakan suatu penderitaan sebanyak (besar) dengan penderitaan yang
telah dirasa oleh korbannya.

- Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu tindakan yang
bertentangan dengan hukum dan menghina. Pada teori ini menggambarkan
bahwa segala hal yang bertentangan dengan hukum harus lenyap atau
dinilangkan.

- Teori pertahankan dari sederajat kedudukan hukum dengan menggunakan
pembalasan. Pada teori ini menganut azas kesederajatan hukum yang berlaku
bagi semua anggota masyarakat. Jadi kalau pelaku melakukan penderitaan
terhadap orang lain maka pelaku juga harus menerima suatu penderitaan itu.

- Teori melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan  berbuat
bertentangan dengan kesusilaan. Pada teori ini ditegaskan bahwa keperluan
untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat
bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan
kepada niat masing-masing orang.

- Teori mengobyektifkan. Pada teori ini besarnya penderitaan yang diberikan
oleh penjahat harus sama dengan besarnya penderitaan yang telah dialami oleh
manusia obyektif (korban). Jadi dalam menjatuhkan suatu hukuman tidak
boleh berat sebelah dan harus seimbang dengan nilai obyektif dari delik yang
dilakukan.

Jadi dengan adanya penjelasan dari teori-teori absolut tersebut maka dapat
disimpulkan adanya pembalasan dari korban terhadap pelaku kejahatan akibat

perbuatn yang dilakukan. Dalam hubungannya dengan penulisan ini maka korban
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perbuatan cabul dapat memberikan balasan terhadap pelaku perbuatan cabul atas
perbuatan yang dilakuka teradap anak (korban). Sehingga dengan adanya
pembalasan tersebut korban merasa puas atas semua perbuatan yang dilakukan
oleh sipelaku.
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini merupakan perkembangan dari teori pembalasan, biarpun tidak
dapat disalahkan bahwa dijatuhkan hukuman bermaksud untuk membalas. Tetapi
juga didapat dari teori ini bahwa dalam tiap hukuman ada unsur-unsur
mempertahankan. Pada teori relatif ini hukuman dijatuhkan juga dengan maksud
mempertahankan suatu tatatertib hukum yang tertentu. Hal ini sangat nyata dalam
hal pembuat undang-undang membuat suatu perbuatan baru. Walaupun belum
terjadi suatu pelanggaran hukum yang konkrit, masih juga pembuat undang-
undang membuat sanksi. Sanksi itui adalah suatu yang abstrak, dengan maksud
menjaga supaya tidak dapat terjadinya pelanggaran hukum yang konkrit. Pada
teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah pertahanan tatatertib masyarakat.
Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan dilakukannya suatu
pelanggaran hukum. Dalam teori relatif ini hukuman dapat berupa tiga macam:'®
- hukuman bersifat menakutkan

- hukuman bersifat memperbaiki

- hukuman bersifat membinasakan

'8 Ibid, h.179
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Adapun sifat dari ketiga hukuman tersebut ada dua macam yang mempunyai
tujuan berbeda, sifat tersebut antara lain:

- prevensi umum, prevensi tersebut mempunyai tujuan untuk
menghindarkan supaya orang pada “umumnya” tidak melakukan
perbuatan kejahatan, sedangkan

- prevensi khusus, prevensi tersebut ~mempunyai tujuan untuk
menghindarkan supaya “pelaku” kejahatan tidak mengulangi perbuatannya
atau menahan untuk melakukan perbuatan jahat yang dilakukan atau
direncanakan sebelumnya.

Dari penjelasan teori relativ tersebut maka dapat dilihat dari adanya alasan
atau teori yang membenarkan atas pemidanaan atau hukuman terhadap pelaku.
Dalam hubungannya dengan penulisan ini maka pelaku perbuatan cabul terhadap
anak dapat dikenakan pemidanan. Pemidanaan tersebut menurut teori relatif ini
mempunyai tujuan agar perbuatan tidak dilakukan lagi oleh pelaku perbuatan
cabul terhadap anak dan menghindarkan bagi masyarakat untuk tidak melakukan
perbuatan cabul terhadap anak ini.
¢. Teori Menggabungkan

Pada teori menggabungkan ini akan mendasarkan hukuman atas azas
pembalasan maupun azas pertahanan tata tertib masyarakat. Jadi teori
menggabungkan ini adalah membuat suatu kombinasi antara teori pembalasan dan

teori relativ. Pada teori menggabungkan ini dapat dibagi dalam tiga golongan:'’

"7 Ibid, h.186
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- Teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas itu
tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untu dapat
mempertahankan tata tertib masyarakat.

- Teori menggabungkan yang menitik beratkan pada pertahanan tatatertib
masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu
penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan
oleh siterhukum.

- Teori menggabungkan yang menganggap kedua azas tersebut harus dititik
beratkan sama.

Dalam teori ini pemidanan didasarkan pada penggabungan diantara dua teori.

Sehingga alasan pemidanaan dapat dijadikan dasar dan hukuman dapat diberikan

kepada pelaku kejahatan khususnya perbuatab cabul terhadap anak. Alasan dari

hukuman tersebut didasarkan pada pembalasan atas perbuatan kejahatan yang
dilakukan oleh pelaku dan juga didasarkan pada tujuannya sebagaimana diuraikan

diatas pada teori relativ,

2. Ancaman Pemidanaan menurut KUHP

Dalam KUHP telah mengatur adanya larangan tentang perbuatan cabul,
hal ini tertuang dalam buku dua bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Antara lain
pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengenai dasar dari perbuatan
cabul itu sendiri terdapat dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
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diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana ini disebut dengan penyerangan kesusilaan dengan perbuatan atau
perkosaan untuk cabul yang hukuman pidananya paling lama 9 tahun.. Pada
perkosaan untuk cabul ini merupakan perbuatan cabul yang meliputi juga
perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 KUHP sebagai pengertian khusus dan pada
perbuatan cabul ini juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang
putra.

Pada Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal
diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima
belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu
dikawin

Ke-3 barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya
harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau
umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau
bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Pada pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun bagi
seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui
bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan bagi seseorang yang membujuk
atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum mencapai lima
belas tahun, atau belum mampu untuk dikawin, atau membujuk seseorang untuk

bersetubuh atau cabul diluar perkawinan.

Pada Pasal 291 yang berbunyi

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK... ADHI KURNIAWAN




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

36

(1) jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286,287,289
dan 290 mengakibatkan luka-lika berat, dijatuhkan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.

(2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285,286, 287
dan 290 mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama
lima belas tahun.

Pada Pasal 291 KUHP ini memberikan tambahan pidana bagi yang melakukan
tindak pidana seperti pada pasasl tersebut yang mengakibatkan luka berat
dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan jika mengakibatkan mati
dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun
Pada Pasal 292 yang berbunyi:
Orang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum
cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pada Pasal 292 KUHP ini mengan cam dengan pidana penjara paling lama 5
tahun. Dan membatasi adanya tindak pidana dalam hal, seseorang yang sudah
dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia tahu, atau pantas
harus dapat menduga bahwa orang itu belum dewasa. Hal ini menunjuk kepada
suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin
sama, yaitu antara pria dan putra atau antara wanita dan wanita.
Pada Pasal 293 yang berbunyi
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau
dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup
umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan
dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum
cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap
dirinya dilakukan kejahatn itu.
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3) Tenggang, tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-
masing sembilan bulan dan dua belas bulan

Pada Pasal 293 KUHP ini mengancam dengan pidana paling lama 5 tahun bagi
barang siapa yang dengan sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa yang
kelakuannya tidak tercela yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa
orang itu masih belum dewasa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya
perbuatan cabul denagn dia secara memberi hadiah atau menjanjikan akan
memberi uang atau barang atau menyalahgunakan kekuasaannya yang tumbuh
dari hubungannya dengan orang yang belum dewasa itu atau menipu. Tindak
pidana ini hanya dapat dituntut atas pengaduan sikorban dan tenggang mengenai
pengaduan dari Pasal 74 KUHP diperpanjang sampai 9 dan 12 bulan.
Pada Pasal 294 yang berbunyi
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya,
anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup
umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang
pemeliharaannya,pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya
ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama:
ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena
jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya
dipercayakan atau deserahkan kepadanya;
ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh
dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah
piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang

melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan
kedalammya.

Pada Pasal 294 KUHP ini mengancam denga pidana penjara paling lama 7 tahun,
terhadap berang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak

tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur,
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atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharaanya, pendidikan
penjagaannya atau bawahannya yang belum cukup umur. Dan juga dihikum
dengan pidabna yang sama bagi pejabat terhadap bawahannya seperti terdapat
pada ayat 2 ke-satu dan ke-dua
Pada Pasal 295 yang berbunyi

(1) diancam:

ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja
menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya
yang belum cukup umur, atau oleh anak yang belum cukup umur yang
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan keadanya,
ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan
orang lain;

ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut
ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup
umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan,

meka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pada Pasal 295 KUHP ini mengatur tentang larangn untuk menyuruh anaknya
berbuat cabul dengan orang ketiga, dimana dupidana penjara paling lama 5 tahun
bagi barang siapa yang terkutip dalam ayat 1 ke-1 dan pidana penjara paling lama
4 tahun bagi barang siapa yan terkutipo dalam ayat 1 ke-2 seta pidananya
ditambah sepertiga bagi yang bersalah melakukan kejahatan sebagai pencaharian
dan kebiasaan.
Pada Pasal 296 yang berbunyi:
Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya

sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK... ADHI KURNIAWAN



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

39

Pada Pasal 296 KUHP ini mengancam pidana pemjara paling lama Itahun 4 bulan
dan denda paling banyak seribu rupiah bagi barang siapa dengan sengaja
menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang

lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.

3. Ancaman Pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Sealain dalam KUHP pemidanaan untuk perbuatan cabul terhadap anak
juga terdapat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak yang mulai diundangkan pada tanggal 22 oktober 2002 (Pasal 93 Undang-
undang No. 23 Tahun 2002). Perbuatan cabul tersebut terdapat dalam bab XII
(ketentuan pemidanaan) yakni:

Pada Pasal 82 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit RP.
60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 82 ini memberikan pemidanaan dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Selain dari pidan penjara
juga dikenakan denda terhadap pelaku dalam pasal ini, dernda tersebut paling
banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Hal tersebut
diperuntukkan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

ancama kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohonhan
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atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan
cabul.
Kemudian pada Pasal 90 yang berbunyi:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal
78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 86,
pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 dilakukan oleh korporasai, maka
pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan
ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga)
pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat /

Dalam Pasal 90 tersebut memberikan hubungan terhadap Pasal 89, Dimana jika
pada pasal 89 dilakuakn oleh korporasi maka pemidanaan dapat dijatuhkan
kepada pengurus dan atau korporasinya. Sedangkan pada ayat duanya
memberikan peraturan yang khusus bagi pemidanaan korporasinya. Pemidanaan

dalam pasal tersebut adalah hanya pidana denda saja dan pidana denda tersebut

ditambah sepertiga dari pidana denda pada Pasal 89

4. Analisa Kasus Perbuatan Cabul (Putusan P N Lamongan Nomor
152/Pid.Biasa/o4/PN.Lmg)

a. Kasusu posisi

Adapun kronologi dari perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2004, sekitar pukul
18.30, bertempat dikamar mandi milik Suyono di Dsn. Sempur ds. Sumbersari

Kec. Dambeg Lamongan.
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ditandatangani oleh dr Sulismi Wijayati, Dokter Kepala UPT Puskesmas

Sambeng pada tanggal 28 Mei 2004.

b. Dakwaan

Dari adanya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Yusuf Abidin bin
Sunari maka terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai
berikut:
-Kesatu:

Bahwa terdakwa Yusuf Abidin bin Sunari pada hari Selasa tanggal 25 Mei
2004 atau pada bulan Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2004, sekitar pukul 18.30 WIB atau sekitar weaktu itu, bertempat dikamar
madi milik Suyono di Dsn. Sempur ds. Sumbersari Kec. Dambeng Lamongan,
atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Lamongan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa Diyah Ayu Kusumawati untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 289 KUHP.
- Kedua

Bahwa terdakwa Yusuf Abidin bin Sunari pada waktu dan tempat
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dengan sengaja melakukan
kekersan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukannya perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
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diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Berdasarkan kronologi kejadian yang kemudian dijadikan dakwaan oleh
penuntut umum maka timbullah suatu pembuktian dalam persidangan. Mengenai
unsur-unsur tindak pidana yang didasarkan pada kronologi kejadian maka
perbuatan pelaku didakwa sesuai dengan aturan pidana yang telah mengatur
sebelumnya (azas legalitas), pasal tersebut yaitu: kesatu melanggar Pasal 289
KUHP atau kedua melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.. Dari dasar dua pasal tersebut maka dalam hal dakwaan
menggunakan dakwaan alternatif.

Tujuan dari dakwaan alternatif adalah'® untuk mengnindari pelaku tindak
pidana terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban pidana dan untuk
memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Pidana
tersebut diberikan kerena tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam
persentuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang “saling berdekatan”
corak dari ciri kejahatannya, hanya saja tidak sampai menimbulkan bentuk
“perbarengan” dalam arti concursus idialis maupun koncursus realis. Dengan
adanya keraguan tersebut, maka dakwaan disusun dalam bentuk alternati f.

Apabila Jaksa Penuntut umum bertujuan untuk melindungi anak dari
perbuatan cabul dan memberatkan ancaman pidana bagi pelaku maka dakwaan

pertama adalah Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 karena ancaman pidananya lebih

** Mohammad Slamet, Bahan Kuliah Hukum Acara Pi dana, Surabaya, 2003, h.12
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berat, dan dakwaan kedua adalah pasal 289 KUHP. Sehingga apabila perbuatan
pidana terhadap Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tidak terbukti maka dapat
didakwa berdasarkan Pasal 289 KUHP

Hal tersebut didukung menurut Pasal 103 KUHP maka didapat suatu
kesimpulan bahwa jika ada aturan yang mengatur lebih khusus maka secara
otomatis aturan yang umum dikalahkan. Hubungannya dengan dakwaan ini adalah
mengenai letak antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Berdasar asas Lex
Spesialis Derogaat lex Generalis, maka dakwaan tersebut seharusnya disusun
didasarkan ketentuan yang mengatur secara khusus terlebih dahulu baru kemudian
dakwaan kedua didasarkan pada ketentuan umum yakni KUHP. Hal ini juga
didukung oleh besar ancaman pidana yang dijatuhkan."’ Kalau pada aturan yang
ancaman pidananya lebih besar maka aturan (pasal) tersebut harus dijadikan dasar
yang utama dalam hal dakwaan (dakwaan pertama). Jadi dengan dasar tersebut
Jika Jaksa penuntut umum dapat memberatkan ancaman pidana yang dikenakan

terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak.

¢. Keterangan Para Saksi

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-
turut berupa barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diberikan oleh Diyah ayu
Kusumawati (korban), Suyono (ayah korban), Slamet dan ratemin, kemudian surat

Visum et Repertum, serta keterangan dari Yusuf Abidin ( terdakwa).

" Ibid, h.15
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a. Saksi Diyah Ayu Kusumawati

- Bahwa pada saat kejadian saksi Diyah Ayu Kusumawati (korban) sedang
mandi di kamar mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan
terkunci dari dalam.

- Saksi Diyah Ayu Kusumawati sempat mendengar ada suara diatas atap
tetapiu tidak berprasangka apa-apa, tiba-tiba saksi merasa ada yang
menjatuhi dari atas/atap kamar mandi.

- Bahu saksi (korban) tertimpa kaki orang tersebut dan saksi jatuh
tersungkur dengan muka membentur lantai kamar mandi. Tidak lama
kemudian saksi bangkit dan ia mengenali orang yang telah menjatuhi saksi
dari atas kamar mandi.

- Trdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang dada dan sempat memeluk
saksi serta mencengkram leher saksi dengan tangan dari arah belakang.
seLanjutnya saksi berusaha melepaskan pelukan terdakwa sambil berteriak
memanggil bapaknya.

- Terdakwa yang panik cepat-cepat membuka kunci pintu kamar mandi lalu
lari kearah luar.

b. Saksi Suyono

- Bahwa pada saat kejadian, saksi Suyono sedang duduk-duduk de serambi
samping rumah bersama-sama saksi Slamet.

- Tiba-tiba saksi mendengar teriakan anaknya dari arah kamar mandi.

- Saksi segera menuju ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 4 meter

dari serambi, dan sempat melihat terdakwa keluar dari kamar mandi
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dengan bertelanjang dada melalui pintu kemudian memanjat dinding pagar
pembatas pekarangan dan lari kehutan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Suyono, terdakwa sudah pernah mengintip
anaknya yang sedang mandi.

c. Saksi Slamet

- Bahwa saksi Slamet mengetahui kejadian tersebut karena pada sat kejadian
seang berada di rumah saksi Suyono.

- Ketika itu saksi berada di serambi rumah tersebut sedang berbicara
dengan pemilik rumah, tiba-tiba saksi mendengar jeritan Diyah Ayu
Kusumawati. Dari arah kamar mandi.

- Saksi bersama-sama pemilik rumah lalu menuju kekamar mandi dan
sempat melihat terdakwa keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang
dada melalui pintu kemudian memanjat dinding pagar pembatas
pekarangan dan lari ke hutan.

- Tidak lama kemudian korban keluar kamar mandi dengan berbalut sehelai
handuk dan gemetaran. Saksi melihat adanya luka kemerahan diwajah
korban.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Slamet sempat melihat terdakwa
membersihkan kendaraan truk yang sedang diparkir di sebelah kamar
mandi. Selang beberapa menit saksi mendengar jeritan dari korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut ditemukan kaos merah milik terdakwa
tertinggal di dekat pintu dapur, dan sandal jepit warna kuning ditemukan

diluar kamar mandi.
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d. Saksi Ratemin
- Bahwa saksi Ratemin mengetahui kejadian tersebut karena mendengar
semua karyawan Suyono beramai-ramai mengejar kenek truk majikannya

yang baru saja melakukan perbuatan cabul terhadapo anak Suyono.

d. Tuntutan
Dari adanya dakwaan kemudian pemeriksaan saksi-saksi dalam
persidanagn dan karena terdakwa Yusuf Abidin Bin Sunari telah terbukti secara
sah melakukan tindak pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana telah diuraiakan dalam dakwaan Penuntut
Umum, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dituntut berupa
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5
(lima) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00
(seribu rupiah)
Berdasar dari surat tuntutan pada kasus pencabulan ini maka terdakwa
Yusuf Abidin Bin Sunari agar dituntut berupa pidana penjara selama 5 (lima)
bulan, dan menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu
rupiah.
Dari tuntutan tersebut maka menurut pendapat saya ancaman pidana yang
dituntut oleh Jaksa penuntut umum kurang berat karena tuntutan ancaman pidana
tersebut hanya 5 (lima) bulan. Ancaman tersebut tidak sebanding dengan ancaman

maksimal yang terdapat dalam ketentuan Pasal 289 KUHP yakni Maksimal
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ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) tahun dan ncaman pidana yang
terdapat dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga
dengan tuntutan tersebut kemungkinan pihak korban merasa tidak puas dan bagi
pelaku perbuatan cabul terhadap anak kemungkinan merasa hukuman tersebut
terlalu ringan serta dapat melakukan perbuatan cabul lagi karena ancaman pidana
yang dianggap oleh pelaku tidak begitu berat.

Dari ancaman tuntutan tersebut jika dihubungkan dengan teori pembalasan
maka besar ancaman pidana yang dituntut tidak sesuai denagn perbuatan yang
dilakukan olah terdakwa yang menimbulkan penderitaan bagi korban dan Jjuga
tidak sebanding dengan besar ancaman pidana pada Pasal yang dijadikan dasar
yakni dihukum paling lama 9 (sembilan) tahun. Karena menurut teori Pembalasan
terhadap pemidanaan adalah berusaha membalas atas perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku dan pembalasan tersebut harus setimpal sesuai dengan penderitaan

yang diderita oleh korban.2’

e. Putusan Hakim

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor
152/PID.Biasa/04/PN.Lmg ini Telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa Yusuf Abidin bin Sunari, 22 tahun, Bertempat tinggal di desa
Sumbersari, kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.. Dalam putusan tersebut

menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

% Mr.Eksekutif Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, h. 159
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bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul” terhadap Diyah
Ayu Kusumawati, 17 tahun sebagaimana sesuai dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal
82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menghukum terdakwa
tersebut dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
dikurangi dengan seluruh masa ditahanan dan penangkapan. Serta membebankan
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu) untuk Kas
Negara.

Adapun pertimbangan hukum dari putusan tersebut karena bentuk
dakwaan ini adalah alternatif, maka dapat dibuktikan salah satu dari kedua
dakwaa tersebut.. Dan karena dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang
mendukung pada Pasal 289 KUHP maka dalam hal pembuktian dakwaan kesatu.
Pasal 289 KUHP tersebut yang dikaji. Adapun Pasal 289 KUHP memiliki unsur-
unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
Unsur barang siapa menunjuk kepada siapa sebagai subyek hukum yang
telah melakukan suatu perbuatan pidana. Didalam perkara ini manusia
yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Yusuf Abidin
bin Sunari, dan diawal persidangan telah membenarkan seluruh
identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada
terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena
terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang
dibenarkan Undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya

dari  segala tuntutan. Berdasarkan fakta-fakta yang trungkap
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dipersudangan yaitu dari dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya
menunjukjan bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang
dilakukan. Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya sebagai pelaku dari
tindak pidana ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi
dan terbukti secara sah menurut hukum.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ini sifatnya alternatif. Maksud denga kekerasan adalah memakai
kekuatan yang lebih dari biasa sehingga berakibat luka-luka. Sedangkan
ancaman kekerasan adalah perbuatan lain adalah selain dari memakai
kekerasan yang berupa ucapan-ucapan, yang dapat memaksa atau
menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan diluar
kehendaknya, karena takut terhadap pelaku.

Dalam perkara ini terdakwa menggunakan kekerasan dengan cara
melompat kearah tubuh Diyah Ayu Kusumawati schingga mengenai
bahunya dan mencengkram leher Diyah Ayu Kusumawati untuk
memudahkan terdakwa melaksanakan niatnya akibat perbuatan terdakwa
tersebut. Diyah Ayu Kusumawati menderita luka memar ringan
berdiameter 2 cm dikelopak matabawah sebelah kiri dan dahi, serta
memar ringan berdiameter 2cm di bagian bahu kiri. Luka-luka tersebut
diakibatkan oleh benturan benda tajam sebagaimana diuraikan dalam
visum et repertum Nomor 445/413.102.17/2004 yang ditandatangani oleh

dr. Sulismi Wijati, Dokter Kepala UPT Puskesmas Sambeng. Dengan
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demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah
terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya
perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan.
Unsur memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan
padanya berarti membuat seseorang melakukan sesuatu diluar
kehendaknya. Paksaan tersebut bisa berbentuk kekerasan maupun
ancaman kekerasan. Sedangkan perbuatan cabul ialah segala perbuatan
yang bertentangan atau melanggar kesusilaan, atau perbuatan keji yang
berhubungan dengan nafsu kelamin.
Dalam perkara ini terdakwa telah memaksakan kehendaknya untuk
berbuat cabul terhadap Diyah Ayu Kusumawati dengan cara terlebih
dahulu mengintip korban yang sedang mandi. Jarena terangsang nafsunya
melihat tubuh telanjang Diyah Ayu Kusumawati, Trdakwa nekat
melompat turun sehingga menimpa tubuh Ditah Ayu Kusumawati
kemidian mencengkram lehernya dan memeliknya dari belakang untuk
melampiaskan nafsunya.

Berdasrkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan
dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu
Pasal 289 KUHP maka berkesimpulan bahwa semua unsur telah terpenuhi,
sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

kejahatan terhadap kesusilaan, dan oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat
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hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana, maka terdakwa haruslah
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Dari adanya urain diatas maka terdapat suatu putusan dari Pengadilan
Negeri Lamongan trehadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh Yusuf Abidin
bin Sunari kepada korbannya yakni Diyah Ayu Kusumawati. Dalam putusan
tersebut menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul” dan
menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan dan 15
(lima belas) hari. Pemidanaan tersebut didasarkan dari Pasal 289 KUHP atau
dakwaan pertama. Adapun Unsur yang terdapat dalam Pasal 289 adalah sebagai
berikut:
- Barang siapa
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya

perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan.

Dari adanya kasus posisi maka perbuatan terdakwa telah memenuhu semua unsur
yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP tersebut. Dan dari pemeriksaan saksi-saksi
yang didapat dalam persidangan serta pengakuan dari terdakwa maka sudah
sepatutnya majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa Abidin Yusuf
Bin Sunari.

Putusan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan bukti-bukti yang didapat
dari persidangan dan adanya pengakuan yang diberikan terdakwa serta hal-hal

yang meringankan sehingga dalam putusan tersebut adany penguranagan ancaman
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pidana terhadap terdakwa. Akhimya memang sudah sepantasnya apabila tuntutan
dari perkara kejahatan terhadap kesusialaan khususnya perbuatan cabul ini
dikabulakan oleh majelis hakim, karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan
tekanan mental dari korban apalagi sampai timbul luka di tubuh korban. Tetapi
jika dikaitkan dengan teori pembalasan maka besar penjatuhan pidana 4 (empat)
bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terlalu ringan dan
tidak sesuai dengan penderitaan yang diderita korban yakni adanya tekanan
mental, luka yang ada pada tubuh korban dan hal lain yang diderita bagi korban.
Dengan adanya penjatuhan pidana tersebut, maka berdasar teori tujuan
yakni agar pelaku tidak berbuat lagi tidak akan tercapai, hal tersebut dikarenakan
penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak terlalu ringan,
hal tersebut tidak akan membuat jera bagi pelaku. Apabila pelaku dihukum
maksimum 9 tahun penjara maka ada kemungkinan tercapainya teori tujuan

umum dan tujkuan khusus dari suatu pemidanaan.
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BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Perlindungan hukum bagi korban perbuatan cabul terhadap anak dapat
dikaitkan dengan hak-hak anak yang tertuang dalam aturan perundang-
undangan. Adapun hak-hak anak yang berhubungan dengan korban kejahatan
kesusilaan khususnya perbuatan cabul dilindungi dan dituangkan dalam
Universal deklarasi of human right tahun 1948, konvensi hak anak tahun 1989,
Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-
undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang
nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Ancaman pemidanaan bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak dari teori
yang telah diuraiakan, merupakan alasan yang dapat digunakan sehinngga
pelaku dapat dipidana atau dihukum dan mengenai korban dapat merasa puas
atas pemidanaan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan cabul
terhadap anak. Dengan dasar dan teori pemidanaan bagi pelaku tersebut maka
korban dapat merasa puas begitu juga pelaku yang mendapatkan pemidanaan
sesuai dengan perbuatan yang diperbuatnya yang dipertimbangkan pula dari
penderitaan yang diderita anak sebagai korban perbuatan cabul. Kemudian
ancaman pemidanaan pelaku terdapat dalam KUHP pada bab IIV tentang
kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul dan dalam Undang-undang

nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bab XII

54
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Pada putusan pengadilan tentang kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan
cabul  terhadap anak, maka dalam putusan yang bernomer
1527Pid.Biasa/04/PN.Lmg adalah mengabulkan tuntutan dengan menyatakan
bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana Perbuatan cabul. Dengan menghukum terdakwa
tersebut dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Pemidanaan tersebut didasarkan pada dakwaan kesatu yakni pada Pasal 289
KUHP. Menurut teori pemidanaan teori absolut (pembalasan) maka ancaman
pidana yang diberikan terhadap pelaku tidak sesuai dengan penderitaan yang
diderita korban, karena dalam hal tersebut korban mengalami tekanan mental
dan juga luka yang terdapat dalam tubuh korban, Maka kemungkinan masih
adanya rasa belum puas terhadap hukuman yang diberikan terhadap pelaku.
Sedangkan dalam hubungannya dengan teori tujuan (relatif) maka dengan
hukuman yang ringan, tidak sebanding dengan maksimal ancaman pidana pada
dasar hukum dapat menyebabkan pelaku mengulangi perbuatan cabul tersebut

dan tidak akan membuat jera pelakunya.

2. Saran

a. Dari pihak pemerintah hendaknya menyosialisasikan kepada masyarakat agar
masyarakat lebih tahu dan mengerti akan keberadaan hak-hak anak yang harus
dipenuhi. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat khususnya keluarga
(Orang tua) dapat memberikan hak-hak tersebut yang berhubungan dengan

perlindungan korban perbutan cabul. Dan dalam hal ini orang tua tidak perlu
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takut untuk mengadukan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti
atas perbuatn jabul yang dilakukan oleh pelaku.

b. Dengan adanya pemidanaan pelaku dan aturan yang telah mengaturnya maka
masyarakat hendaknya menyadari betapa pahitnya besar pemidanaan yang
diterima bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul. Dan dalam hal korban,
tidak perlu menghawatirkan atas pemidanaan pelaku tersebut karena
pemidanaan tersebut didukung oleh teori-teori yang mendukung untuk
dijatuhkan pemidanaan bagi pelaku perbuatna cabul terhadap anak. Ataupun
pemidanaan pada umumnya.

Pihak penegak hukum hendaknya lebih memahami akan penderitaan korban
atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku. Dimana kemungkingan
reaksi dari kejahatan tersebut sanagtlah riskan dan berbahaya bagi
kelangsunagn dan pertumbuhan anak. Sehingga baik pihak Jaksa Penuntut
Umum maupun Majelis Hakim agar lebih memperhatikan korban dan
menghukum pelaku dengan seberat-beratnya sesuai dengan perbuatam yang
dilakukannya serta sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh anak sebagai
korban perbuatan cabul. Selain hal tersebut agar pengadilan memberikan
putusan, dimana pelaku harus mengganti biaya-biaya yang diperlukan dalam

pemulihan kondisi anak sebagai korban perbuatan cabul.
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KUTIPAN DAFTAR PUTUSAN PIDANA
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
452 .../ Pl Biasa Ssagiot20..04./ PN. Lmg.

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lemongan yang memeriksa dan meugadili perkara-perkara pidana pada peradilan
tingkat pertama Telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ;

Lahir di b TR e s s o w494 55 S 005 by N B e RS SR G
Umur/ Tgl lahir . 2?.cahuu.

Jenis Kelamin L Loicielekie -

Kebangsaan Z...I)J-\}--J-ik'il.‘lj-t.u

I'empat tingpa! . 5¢mb.3rm!-r1: Keca Smbon", l’rﬂ\o T.nmm'f e,

Agama :.:.-.r..'.:-,!<,,-....__...

I’ekerjaan o Tl Puale i s e e ans e s RO B S s

Terdakwa berada dalam tahanan / ddmartahanan sejak tangpal @ .26 Mod 2004 - oor e
IPengadilan Negerti tersebul

Menerima dan sebaguinyi

Melihat pasal - posal RrsdRs 000 Kude.

MENGADIL:

Menyatakan, bahwa terdakwa tersebut solah terbuktr seeara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : ..,!!.BEEIMUM.PERBWM{. BRBUD . ... .o o 656034 R R S PAN s S Pt 3 e, O R R

Menbhuhum terdflkw‘. tersehul dcnym hukum;m pcnﬁm f kmungmné:dandmelama
.4 (ompat). uilen.don. 15..(1ina. belas) . kard. 5.
Menctapkan, bahwa hukuman tersebut dil\umm,Mn 54 'iu. uhnvd d-.,ngm waktu :,ciama tcrdal\wa berada
didalam tahanan dan penangkapan,
Mﬁn&&w&mﬂdﬁWﬁa@u&w Mﬂkﬁwwdbiﬁé.%%ﬁ&%ﬁga:hﬁjﬂém
lain dari keputusan Hakim karena terhukum dipggsalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran
atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebggﬂi—ﬁtraklur dalam masa percobaan selama :

pal
Mc*ny'ltal\m bahwa p t[atan )ang dllakllkaﬂ ! dldakwaL an terhqdap tudakwa udak terbuktl dcng,an
syah dan meyakinkay; .o¥eh karena itu dibebaskan dari dakwaan tersebut
Me "vat.]lwuf BJh\w m-rhl.nhn vang dilakukan / didakwakan kepada 1erdakwa bukan merupakan

}" A PP ] {4 . r--, [
3 'll'!.blbl .'_.'A'bhj!l.l.l" SAY S NS Ly A l.\l l.l. \.- .lb)ll-ll-.lt--

gatR=iehd
Memerintahkan supaya terdakwa ditahan / tetap berada dalam tahandn, dibgbaskan dari tahanan ;
Memerintahkan barang bukti berupa :

.- Bopaaang pandel.: :]apit mmm:nmc menk. -Swell.ove dan

.... -V iuum Et Ropa::hm .b.n. DT‘IAE AU KUSUMAWA‘I!L '&etap 'tarlampim d.alam 'borkaa pum 'z

‘A-“mbchanl\'m t\.rml wa untuk membayar b:aya perkara f membebankan bxaya perkara pada Negara se Jesar
Rp. 10000 4w - { - gozdns ruphah - Ye--

Demikian diputuskan dalam rapat pt.rmu:,yawarat'm Majchs ilaknn pada han R J'L :E '(I

‘tanggal .. 4 .Agustis. 2004 ... ... .0leh kami : .37, msmr-u,z&.

sdmgu lhk:m K{.tud M'Uc-hs dengan DEXNY. !LULAHGDW.;}EI. ....... dan ..ABIS. BAYONQ Tﬂﬂdﬂﬂﬂ.&.
(nasing — masing selaku Lakim Ansagcta dalam sidang yang terbuka untuk umym dan dihadiri oleh
ADEYANTT. PURNANTARIpSHa. ... ... .. Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negcn Lamongan dan
.. STHARNANIR ... ... .. Pamtera / Panitera Pengganti dcnp,an T h terdakwa.
.\Lpulusan ini rnempunyai I\ukualan Hul-.um yang pasti pada tanggal : ... A"

. * T el ';." . M } . & ,.’
PaFi\te a/Pengganti "
7. ARLS BAHGNQSJANOOENC,SHe PEFM%Q“%”TERHADAP SN
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KEJAKELAN REGERL LAN; G P-31
INTURK KEADILAN
No. Reg. Perhara . PDM-169Lamon/06/2004 |
MNo. Reg. Toleonan - (R4 an/ 2004
| Mo, Reg. Busti  142/RB2/2004
SURAT PELIMPALAN PERKARA
ACARA PEMERIKSAAN BIASA
NOROQR ACA SOA 55 Ep 170672004
WEPALS KEJANSAAN NLGERI LAMONGAN
NMicabues Berkas Perkora Reg Nomor - BP-02/V/2004/Serse tanggal 30 Mei 2004
yang dibuat oleh Penyidik atas sumpah jabatan dalum perkara terdakwa
|___[ ] Jenis Tahanan Ket.
| No | Numa Terdakwa | Ditahan a.Rutan tgl.
| | Penyidik/PU | b.Rumah tgl.
_ | ¢c.Kota tgl.
= YUSUF AHIDIN Bir | Penyidik kutan sejak 26-05-
| SUNARI l 04 s/d 22-06-04
P.U, Rutan sejak 23-06-
| 04 s/d dilimpahkan
Memnmbang : a, Bahwa Penuntut Umurn berpendapat, dan hasil penyidikan dapat dilakukan

Penuntutan dengan' dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana
diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal 289 KUHP atau pasal £2
UU No. 23/2003 teutang Perlindungan Anak

b.Bahwa pemerikiapan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri
Lamongan. '

Maongingst . Pasal 137 jis pusal 143, pasal 152 KUHAP.
1
Menetapk:n © Meiimpahkan perkara terdukwa YUSUF ABIDIN Bin SUNARI ke Pengadilan
' Negeri Lamongan dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan mohon segera
mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat
dakwaan terlampir. '

Meminta ¢ 1. Agar Ketua Pengadilan Megeri Lamongan menetapkan hari persidangan untuk
menyidangkan perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta
saksi-saksi. )

2. Mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa YUSUF ABIDIN BIN
SUNARI di Rutan Lamongen. .

Lamongan, 28 Juni 2004
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

AR [FIL .o
"‘_,,,}.,M £ IR o

e T
i :

B St

JAKSA PRATAMA N[.P, 230022137

Tembusan .

1. Peayidix,

2. Terdabwa Kuasy/'Penaschat Hulium;
3. Kepala Rutar:

4. Saksi florban/ieluarga;

5 ARS|P

SKRIPSI o - PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK... ADHI KURNIAWAN
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Julrddctes Vo bl bos iy
AN Tl

FIEE 10 DA BEILC LI

it i ] T I

Telah inenerima surat-surat berupa

Surat Pelimpahan Perkara/ Tugunen Nomor

]

Fangzgal

Berhas Perk:

YO T w AL

4
st Dakwaan ZVurunan Nofwor
w28 dunm 2004

ird s natn

e No, BP /027 W 7/ 2004/ Serse

Achubungan dengan perkara atas pama terdakwa

/04 12004

PDM- 169/ Lamon / 06 / 2004

YUSUF ABIDIN Bin SUNAR!

YUSUF ABIDIN Bin SUNARI

-33

SKRIPSI

(wfi';//ﬁrf :
1 ,//

‘,_’mlg menerima

Yang menyerahkan

A

ADHYANTI PURWAKTARL S.H.

AJUN JAKSA NIP. 230026525

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK...

ADHI KURNIAWAN




P EM E IR PERRUSTAARMYNIVERSITAS FIRVAYFEA
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935
SURABAYA - 60189

Sutabaya, B vt L i
~ e Kepads:
.m.ur Ui ‘J‘;'U ‘/ D) _f’ »..'\.-‘.,‘.-!;. Poada
mpran
bl Per uan/Suivey Resuearcr {1 Sdrve Dirstbir Tntelive: 1'0uda
Japsrr Cdmure
Dol fatultas Huleun Universitas airdans o
W Juik Surat
Tanyga! g NAYGL WY
I cipf L 1% Wl P 1
B oo ind ehibenibiahivants o
M ta Fdosaamidvn
Al e die Discmavemzoa Daovur culaban Stratir
P LN S : fi
] PRI i
1 ”-.;'| i I 1
i 1+ o) 1 ahe
- -1 g At A 3
L
Vid (55 ";'Llu
W. atu o A tigay bulan
b d teiis: <Him
P ian wajib menta ponaturan dan ata terib vang berdaku di daerah setemipit
Do ~ian harap men, Loibng tklum
A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kegalugh Bangsa
WADIJUNGC, SHi
Fembima Utama Madya
NIF. 010 055 315
MBLISAR ;
. S S
‘ 1. s . Dekan Fli AT
2 T Yamg-bersunghutan-
o

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK... ADHI KURNIAWAN
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PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
JI. VETERAN NO 18 Telp. 321024, 311551
LAMONGAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lamongan,
dengan ini inenerangkan bahwa:
Nama : Adhi Kurniawan

Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 9 Juli 1981

Program Studi - [Imu Hukum Universitas Airlangga Surabaya
NIM _ 030010845 U
Alamai : JI. Karang Menjangan 8 buntu no 7 Surabaya

Telah melaksanakan penclitian di Pengadilan Negeri Lamongan scjak Tanggal 04
Agustus s/d 09 Agustus 2004, ’

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK... ADHI KURNIAWAN
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